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LEMBAR EKSEKUTIF 

 

Suci Rahmawati 1701617028. Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada Unit 

Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi 

DKI Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan 

Ekonomi Koperasi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Jakarta. 

Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah agar 

praktikan memperoleh wawasan pengetahuan serta pengalaman mengenai dunia 

kerja dari kegiatan yang telah dilakukan selama melaksanakan kegiatan PKL. 

Sehingga praktikan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan saat terjun 

ke dunia kerja yang sesungguhnya. 

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat sebagai gambaran hasil 

pekerjaan yang telah dilakukan selama PKL dengan tujuan memenuhi salah satu 

persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. Praktikan melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan di Koperasi Pegawai Kantor Wilayah Kementrian Agama 

Provinsi DKI Jakarta (KOPWILDA) yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan No.10,  

Jatinegara, RT.9/RW.1, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

selama satu bulan terhitung sejak tanggal 27 Januari sampai dengan 28 Februari 

2020. 

 Praktikan ditempatkan pada unit simpan pinjam. Kegiatan yang dilakukan 

oleh praktikan selama PKL antara lain : menginput data simpanan dan pinjaman 

anggota, menghitung saldo simpanan anggota di Microsoft Excel, menulis 

angsuran piutang anggota, menyusun nama anggota koperasi sesuai bidang, 

merekapitulasi laporan simpan pinjam, dan melakukan pengarsipan data-data 

koperasi. Adapun kendala yang dihadapi oleh praktikan selama pelaksanaan PKL, 

antara lain yaitu  beradaptasi dengan kondisi lingkungan tempat pelaksanaan PKL, 

perbedaan data anggota koperasi yang belum di perbaharui, serta kurangnya 

sarana dan prasarana yang mendukung. Namun kendala tersebut dapat diatasi 

dengan menyesuaikan diri untuk dapat beradaptasi di lingkungan kerja tempat 

PKL, melakukan komunikasi dengan para pegawai koperasi, mengamati cara kerja 

pegawai lain, dan bertanya  kepada para pegawai koperasi serta adanya bantuan 

dari pegawai yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, 

sehingga atas  izinnya praktikan dapat diberi kemudahan dalam 

menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul “Laporan 

Praktik Kerja Lapangan Pada Unit Simpan Pinjam Di Koperasi Pegawai 

Kantor Wilayah Kementerian Agama (KOPWILDA)” ini dengan baik. 

Dalam penulisan laporan dan pelaksanaan PKL ini, praktikan 

mendapat bimbingan, dukungan,  dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena 

itu praktikan mengucapkan terimakasih kepada:  

1. Allah SWT yang telah meridhai dan memudahkan setiap langkah 

praktikan. 

2. Kedua orangtua saya Muhamad Yusup dan Suroyah yang selalu 

mendoakan dan mendukung praktikan. 

3. Dr. Ari Saptono, SE, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 

4. Dr. Sri Indah Nikensari, SE, M.SE, selaku Ketua Program Studi 

Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta. 

5. Dicky Iranto, SE, M.SE selaku Dosen Pembimbing yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan kepada praktikan dalam 

penyusunan laporan PKL ini. 
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6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

yang telah memberi dukungan dan bimbingan kepada praktikan. 

7. Saiful Mujab selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama 

DKI Jakarta. 

8. Bodhi Atarva Thamaswara, ST selaku Ketua Umum Koperasi 

Koperasi Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama. 

9. Seluruh staff Koperasi Koperasi Pegawai Kantor Wilayah 

Kementerian Agama. 

10. Semua pihak dan teman-teman yang telah membantu dan 

memberi dukungan kepada praktikan. 

Praktikan menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam 

penulisan laporan ini, oleh karena itu praktikan sangat 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan 

di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat berguna bagi 

para pembaca. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang PKL 

Perubahan dunia kini sedang memasuki era revolusi industri 4.0 

dimana teknologi informasi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. 

Segala hal menjadi tanpa batas dengan penggunaan daya dan data yang 

semakin tidak terbatas. Pada era ini juga akan mendisrupsi berbagai 

aktivitas manusia, pengaruh teknologi kini telah memasuki semua aspek 

kegiatan manusia. Apabila kita tidak mampu mengantisipasinya, maka 

teknologi akan menggeser posisi manusia. Masalah sumber daya manusia 

merupakan salah satu unsur penting, karena Sumber Daya Manusia (SDM) 

berperan menentukan arah dan kemajuan suatu bangsa. Sumber daya 

manusia yang dibutuhkan oleh industri saat ini adalah yang memiliki 

kompetensi dalam pemanfaatan teknologi digital. Sekarang ini dengan 

begitu pesatnya perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga 

setiap individu dituntut untuk dapat menggali potensi sumber daya manusia 

yang dimiliki. Pengembangan SDM pada era revolusi industri 4.0 

hendaknya lebih diutamakan, karena saat ini penerapan teknologi super 

canggih telah merambah dalam segala sisi kehidupan manusia. 

Perubahan pada era global ini, pembangunan manusia dihadapkan 

pada permasalahan yang rumit. Melakukan industrialisasi dengan 

mengaplikasikan berbagai teknologi canggih diketahui akan 
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berkonsekuensi semakin mengurangi kesempatan kerja manusia,terutama 

tenaga kerja tidak terlatih. Sementara itu di sisi lain Indonesia dihadapkan 

pada masalah kependudukan yaitu besarnya jumlah penduduk namun belum 

termanfaatkan secara optimal, karena kualitas SDM yang masih rendah. 

Masalah penduduk Indonesia pada saat ini, semestinya bukan pada 

bagaimana menciptakan penduduk dari beban menjadi modal 

pembangunan, tetapi bagaimana menciptakan manusia yang sama menjadi 

modal yang lebih berkualitas (Hadi, n.d.) Padahal Indonesia kaya akan 

sumber daya alam serta sumber daya manusianya, namun sayangnya 

sumber daya tersebut belum termanfaatkan secara baik. 

Berdasarkan Human Development Report (HDR, 2019) peringkat 

indeks pembangunan manusia Indonesia berada di urutan ke 111 dari 189 

negara. Dimana Indonesia berada dibawah negara Flipina yang urutan ke 

106 dan termasuk dalam kelompok medium human development. 

Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia masih tertinggal 

jauh seperti Singapura yang berada di urutan ke 9, Malaysia di urutan ke 61, 

Thailand urutan ke 77. Sedangkan indeks pembangunan manusia tertinggi 

yaitu  ditempati oleh Norwegia yang berada di peringkat pertama disusul 

oleh Swiss dan Irlandia di peringkat kedua dan ketiga. Hal itu menunjukan 

bahwa kualitas SDM Indonesia masih tertinggal diantara negara-negara 

ASEAN dan negara-negara lain. Oleh karena itu kualitas SDM di Indonesia 

harus ditingkatkan agar SDM kita mampu bersaing dengan negara-negara 

yang lainnya. 
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Sumber daya manusia berperan ganda, baik sebagai obyek namun 

sekaligus sebagai subyek pembangunan. Sebagai obyek pembangunan, 

SDM merupakan sasaran pembangunan untuk disejahterakan, dan sebagai 

subyek, SDM berperan sebagai pelaku pembangunan yang sangat 

menentukan kemajuan (Anggraini, 2015). Dalam rangka mempersiapkan 

sumber  manusia agar lebih mampu menjawab berbagai tantangan yang ada 

perlu dirumuskan strategi pengembangan sumber daya manusia. Sehingga 

pada akhirnya mampu untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia 

yang unggul dan dapat menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks 

dan kompetitif. Salah satu upaya bangsa Indonesia meningkatkan kualitas 

SDM adalah melalui pendidikan.  

Pendidikan merupakan salah satu sarana penting untuk 

meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Melalui pendidikan diharapkan 

dapat tercipta manusia-manusia yang berkualitas. Karena hanya manusia 

berkualitas yang nantinya akan mampu menghadapi persaingan. Dengan 

demikian, menyiapkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing secara 

global, dan menguasai perkembangan teknologi merupakan hal yang 

penting untuk semua orang dan penting bagi masa depan suatu negara. 

Kesuksesan sebuah negara dalam menghadapi revolusi industri 4.0 erat 

kaitannya dengan inovasi yang diciptakan oleh sumber daya yang 

berkualitas. 

Peningkatan kualitas SDM di Indonesia khususnya dalam 

pendidikan dapat melalui pemberian kesempatan dalam Praktik Kerja 
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Lapangan ( PKL ). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan bagi 

setiap individu. Mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan didalam 

perkuliahan saja tetapi juga memperoleh pembelajaran serta pengalaman 

yang tidak didapatkan didalam kelas. Melalui PKL mahasiswa juga 

mengetahui gambaran tentang lingkungan dunia kerja yang sesungguhnya 

setelah lulus dari bangku kuliah. 

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai institusi Perguruan Tinggi 

Negeri (PTN) berupaya mewujudkan tenaga ahli profesional berkualitas 

yang siap memasuki dunia kerja. Maka untuk memperoleh gambaran yang 

lebih komprehensif mengenai dunia kerja, UNJ memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan teori dan praktik di lapangan 

melalui program Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang disesuaikan dengan 

kebutuhan program studi masing-masing. Dengan mengikuti program PKL, 

diharapkan mahasiswa dapat lebih mengenal, mengetahui, dan berlatih 

menganalisis kondisi lingkungan kerja yang ada sebagai upaya untuk 

mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja. Sehingga mahasiswa 

dapat menyeimbangkan pengetahuan dengan pengalaman yang diberikan 

dalam dunia perkuliahan maupun dunia industri. 

Dengan demikian, menyiapkan lulusan yang berkualitas dan mampu 

bersaing secara global, dan menguasai perkembangan teknologi merupakan 

hal yang penting untuk semua orang dan penting bagi masa depan suatu 

negara. Sesuai dengan konsentrasi praktikan, yaitu pada Pendidikan 

Ekonomi Koperasi, maka dalam program Praktik Kerja Lapangan praktikan 
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memilih tempat praktik di bidang koperasi. Praktikan memilih untuk 

melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi DKI Jakarta (KOPWILDA) karena koperasi ini merupakan 

salah satu koperasi yang sehat menurut PKPRI. Sehingga hal itu yang 

menyebabkan praktikan ingin lebih memahami dan mendalami mengenai 

tata kelola koperasi yang ada.  

Selama pelaksanaan PKL, praktikan juga menemui berbagai 

permasalahan yang muncul diantaranya yaitu dalam beradaptasi dengan 

kondisi lingkungan baru, data yang belum di perbaharui, serta kurangnya 

sarana dan prasarana yang mendukung. Mahasiswa menjadi dapat 

mengidentifikasi berbagai tantangan yang ada serta mengetahui bagaimana 

cara mengatasi masalah tersebut. Setelah melaksanakan kegiatan PKL, 

mahasiswa diharapkan dapat mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan 

oleh perusahaan di dalam dunia kerja. Selain itu, Melalui pelaksanaan PKL 

yang praktikan lakukan di Koperasi Pegawai Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi DKI Jakarta, maka praktikan mendapatkan pengetahuan 

mengenai sistem perkoperasian serta mengetahui kondisi dan lingkungan 

dalam dunia kerja.  

Praktikan dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang 

didapatkan selama perkuliahan. Melalui pelaksanaan PKL ini juga akan 

mengembangkan sikap kerja sama antara pihak perguruan tinggi, yaitu 

Universitas Negeri Jakarta dan pihak instansi, yaitu Koperasi Pegawai 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, 
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bukan hal yang mustahil mahasiswa dapat memiliki kesempatan untuk 

bergabung dengan perusahaan setelah lulus nantinya jika mahasiswa 

memiliki penilaian kerja yang baik dari perusahaan/ instansi tempat PKL. 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

Maksud dilaksanakannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan oleh 

mahasiswa praktikan adalah : 

a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman sebelum 

memasuki dunia kerja. 

b. Untuk mempelajari bidang bidang kerja atau bidang usaha yang 

menjadi fokus praktikan dalam pelaksanaan PKL. 

c. Melatih kemampuan mahasiswa untuk menjadi pribadi yang 

mandiri, mampu bersikap, memcahkan masalah dan mengambil 

keputusan dalam bekerja. 

d. Mampu menerapkan teori yang dipelajari dalam perkuliahan. 

e. Sarana untuk membentuk suatu relasi antara mahasiswa dengan 

perusahaan tempat pelaksanaan PKL. 

Sedangkan tujuan dari dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan, antara 

lain : 

a. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan 

dan keterampilan mahasiswa. 

b. Memberikan rasa kedisplinan dan tanggung jawab praktikan dalam 

melaksanakan tugas sehingga diharapkan dapat menjadi lulusan 

professional yang siap berkompetensi di dunia kerja. 



7 
 

 
 

c. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk menyiapkan diri 

menjadi sumber daya manusia berkualitas . 

d. Membina dan meningkatkan kerjasama antara instansi tempat PKL  

dengan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  

e. Memberikan gambaran dunia kerja kepada para mahasiswa. 

C. Kegunaan PKL 

Dengan adanya  kegiatan Praktik Kerja Lapangan, didapat beberapa 

manfaat yang oleh pihak-pihak terkait, antara lain : 

1. Bagi Praktikan 

a. Menambah wawasan baru bagi praktikan mengenai perkoperasian 

dan bidang kerja yang menjadi fokus selama kegiatan PKL. 

b. Mendapatkan pengalaman untuk mengenal dan menganalisis 

masalah-masalah dalam dunia kerja. 

c. Menerapkan pengetahuan yang dimiliki di perkuliahan. 

d. Sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas diri 

agar sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja di masa depan. 

2. Bagi KOPWILDA 

a. Memperoleh bantuan tenaga kerja selama pelaksanaan PKL 

berlangsung. 

b. Menjalin hubungan kerjasama yang baik antara instansi PKL dengan 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
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c. Dapat menilai hasil dari proses pelaksanaan perkuliahan Fakultas 

Ekonomi dan Universitas Negeri Jakarta yang menggambarkan 

kemampuan lulusan yang akan dihasilkan. 

3. Bagi Perguruan Tinggi 

a. Menjalin hubungan kerjasama yang baik antara instansi atau 

koperasi dengan Universitas Negeri Jakarta. 

b. Mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam menyerap 

dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperlajari pada kegiatan 

perkuliahan dilingkungan kampus sebagai bahan evaluasi. 

c. Mencetak lulusan siap kerja yang sesuai dengan kualifikasi tenaga 

kerja di masa datang. 

D. Tempat PKL 

Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di Kanwil Kementerian 

Agama. Berikut ini merupakan data informasi instansi tempat pelaksanaan 

PKL. 

Nama Instansi : Koperasi Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi DKI       Jakarta 

Alamat  : Jl. D.I Panjaitan No.10,  Jatinegara, RT.9/RW.1, Cipinang 

Cempedak, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

13340 

No. Telp : 0218197479 

Email  : kanwildki@kemenag.go.id 

Website : www.dki.kemenag.go.id 

http://www.dki.kemenag.go.id/
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Praktikan memilih untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

di Koperasi Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI 

Jakarta sebagai tempat pelaksanaan PKL karena berhubungan dengan 

konsentrasi program studi praktikan, yaitu ekonomi dan koperasi. Selain itu 

koperasi ini merupakan salah satu koperasi yang sehat dan mendapatkan 

penghargaan dengan kategori koperasi dengan permodalan yang baik 

menurut PKPRI.  

Sehingga hal itu yang menyebabkan praktikan ingin lebih 

memahami dan mendalami mengenai tata kelola koperasi yang ada. Alasan 

praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dibagian koperasi 

jasa simpan pinjam adalah agar praktikan dapat memahami alur kerja dari 

bidang simpan pinjam serta untuk mengimplementasikan pengetahuan yang 

dimiliki yang selama perkuliahan. 

E. Jadwal Waktu PKL 

Kegiatan PKL dilaksanakan pada tanggal 27 Januari sampai 28 

Februari 2020, selama 25 hari. Praktik kerja lapangan dilaksanakan dalam 

lima hari kerja yaitu mulai dari hari Senin sampai hari Jumat dimulai dari 

pukul 07.30 sampai dengan 16.00 WIB. Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja 

Lapangan dilakukan dengan beberapa tahap, meliputi: 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan Praktik Kerja Lapangan, praktikan mengunjungi 

beberapa koperasi pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2019 untuk 

mencari informasi mengenai kesediaan koperasi untuk menerima praktikan  
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untuk melakukan PKL pada bulan Januari-Februari 2020.  Setelah mencari tahu 

kesediaan tempat untuk pelaksanaan PKL, pada bulan Desember praktikan 

mendatangi kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dan 

bertemu dengan pihak manajer koperasi kantor wilayah Kementerian Agama 

Provinsi DKI Jakarta yang menangani terkait dengan penerimaan PKL untuk 

pelaksanaan PKL di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. 

 Setelah mendapatkan informasi bahwa kantor wilayah Kementerian 

Agama Provinsi DKI Jakarta memberikan kesempatan bagi praktikan untuk 

melakukan PKL pada bulan Januari sampai dengan Februari, praktikan segera 

mempersiapkan surat permohonan melaksanakan PKL melalui bagian 

akademik Fakultas Ekonomi pada laman bakh.unj.ac.id/sipermawa dengan 

mengisi formulir permohonan izin PKL secara online yang akan diajukan yang 

kemudian akan ditindaklanjuti proses tersebut oleh pihak Biro Akademik, 

Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat (BAKHUM) UNJ.  

Setelah pembuatan surat permohonan yang telah diproses, pada 

pertengahan bulan Desember surat tersebut diserahkan kepada kantor wilayah 

Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta melalui Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Pada 

akhir Desember praktikan dihubungi oleh pihak PTSP untuk bertemu dengan 

ketua koperasi Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI 

Jakarta (KOPWILDA) yaitu Bapak Bodhi Atarva Thamaswara, kemudian oleh 

ketua KOPWILDA praktikan diminta datang kembali  saat mulai pelaksanaan 

PKL di KOPWILDA pada hari Senin, 27 Januari 2020. 
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2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini dilaksanakan setelah mendapat perizinan dari KOPWILDA 

khususnya oleh ketua koperasi KOPWILDA yang ditandai dengan 

dipanggilnya praktikan untuk datang ke koperasi untuk konfimasi atas surat 

permohonan PKL di KOPWILDA. Pelaksanaan PKL selama satu bulan 

terhitung sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan 28 Februari 2020 

dimana praktikan diitempatkan di bidang usaha simpan pinjam yaitu bidang 

usaha yang melayani pemberian pinjaman simpan pinjam kepada para 

anggotanya. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan PKL oleh praktikan yaitu : 

Waktu Pelaksanaan  : 27 Januari 2020- 28 Februari 2020 

Hari   : Senin- Jumat 

Pukul   : 07.30-16.00 (Senin-Kamis) 

     07.30-16.30 (Jumat) 

Jam Istirahat  : 12.00-13.00 

3. Tahap Pelaporan 

Praktikan menyusun laporan PKL sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas pembelajaran yang telah didapatkan dari kegiatan 

PKL yang telah dilakukan dan sebagai salah satu syarat kelulusan Program 

Studi S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta. Selama pelaksanaan dan pelaporan, praktikan diberi kesempatan 

untuk bertanya oleh pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
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DKI Jakarta kepada karyawan pada bidang koperasi sehingga praktikan 

mendapatkan informasi tambahan mengenai pekerjaan dari masing-masing 

unit yang terdapat di KOPWILDA. Sebagai bahan penulisan laporan PKL, 

praktikan meminta data-data dan informasi yang dibutuhkan kepada 

KOPWILDA. Kemudian dalam penulisannya, praktikan dibimbing oleh 

dosen pembimbing yang berpedoman kepada ketentuan penulisan PKL 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

Tabel I.1 Jadwal Praktik Kerja Lapangan 

Sumber : Data diolah oleh Penulis 

 

 

No Kegiatan Oktober November Desember Januari Februari Maret April 

1.  Pencarian 

tempat PKL 

       

2. Penyerahan 

surat 

permohonan  

ke tempat 

PKL 

   

 

 

 

 

    

3. Konfirmasi 

pelaksanaan 

PKL 

   

 

 

 

   

4. Pelaksanaan 

PKL 

       

5. Penulisan 

laporan PKL 
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BAB II  

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

A. Sejarah Perusahaan 

Awal berdirinya Departemen Agama disahkan berdasarkan Penetapan 

Pemerintah Nomor : I/S.D tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 24 Muharram 

1364 H. Menteri Agama pertama adalah Prof. H.M. Rasjidi, BA. Sejak itu 

dimulailah penataan struktur di lingkungan Departemen Agama. Pada tahp ini, 

Menteri Agama H.M. Rasjidi mengambil alih beberapa tugas unutk dimasukkan 

dalam lingkungan Departemen Agama. Tugas pokok Departemen Agama 

waktu  itu ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : 5/S.D tanggal 25 

Maret 1946 dan Maklumat Pemerintah Nomor 2 tanggal 24 April 1946 yang 

menyatakan bahwa tugas pokok Departemen Agama adalah menampung urusan 

Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang Kementrian 

Kehakiman; dan menampung tugas dan hak mengangkat Penghulu Landraad, 

Penghulu Anggota Pengadilan Agama, serta Penghulu Masjid dan para pegawainya 

yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak Residen dan Bupati. 

Disamping pengalihan tugas di atas, Menteri Agama mengeluarkan Maklumat 

Nomor 2 tanggal 23 April 1946 yang menyatakan, bahwa : 

1. Instansi yang mengurus persoalam keagamaan di daerah atau SHUMUKA 

(tingkat keresidenan) yang di masa pendudukan Jepang termasuk dalam 
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kekuasaan Residen, menjadi Djawatan Agama Daerah yang berada di 

bawah wewenang Departemen Agama 

2. Pengangkatan Penghulu Landraad (Penghulu pada Pengadilan Agama) 

Ketua dan Anggota Raad (Pengadilan) Agama yang menjadi hak Residen 

dialihkan menjadi hak Departemen Agama 

3. Pengangkatan Penghulu Masjid yang berada di bawah wewenang Bupati 

dialihkan menjadi wewenang Departemen Agama. 

Sebelum maklumat Menteri Agama dilaksanakan secara efektif, 

kelembagaan pengurus agama di daerah berjalan sesuai dengan keadaan dan 

kebutuhan. Sejak jaman penjajahan, penrangkat organisasi kelembagaan yang 

mengurus agama telah tersebar ke seluruh pelosok tanah air, hingga tingkat 

kecamatan bahkan sampai desa. Perangkat ini bekerja sebagai tenaga 

sukarelawan (bukan pegawai negeri). Pejabat yang melayani umat Islam, 

khususnya yang berkaitan dengan nikah, talak, rujuk, kemasjidan/perwakafan, 

di tingkat Kabupaten dijabat oleh Penghulu, di tingkat Kawedanan dan 

Kecamatan dijabat oleh Naib Penghulu. 

Selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 118 5/K.I tahun 

1946 tanggal 20 November 1946 tentang Susunan Departemen Agama. Pada 

tahap awal struktur organisasi Departemen Agama sangat sederhana yakni 

hanya berada di tingkat Pusat yag terdiri dari 8 bagian yaitu: 

a. Bagian A (Sekretariat) 

b. Bagian B (Kepenghuluan) 
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c. Bagian C (Pendidikan Agama) 

d. Bagian D (Penerangan Agama) 

e. Bagian E (masehi Kristen) 

f. Bagian F (masehi Katolik) 

g. Bagian G (Pegawai) 

h. Bagian H (Keuangan/ Perbendaharaan) 

Pada tahun 1947, setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 tahun 

1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, jabatan Kepenghuluan dan 

Kemasjidan diangkat menjadi pegawai negeri. Pejabat Raad Agama, yang 

semula dirangkap fungsinya oleh Penghulu, setelah diberlakukannya undang-

undang tersebut diangkat tersendiri oleh Departemen Agama. Petugas yang 

mengurusi agama di Desa, khususnya dalam hal pernikahan dan kematian (yang 

di wilayah Jawa biasa disebut dengan modin) diterbitkan dan diatur tersendiri 

melalui Maklumat Bersama Nomor 3 tahun 1947, tertanggal 30 April 1947, 

yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Mr. Moh. Roem dan Menteri 

Agama KH. Fathurrahman Kafrawi. Melalui maklumat tersebut, para modin 

memiliki hak dan kewajiban berkenaan dengan pengaturan masalah keagaam di 

Desa, yang kedudukannya setaraf dengan pamong di tingkat Pemerintahan 

Desa. Sebagaimana pamong yang lain mereka diberi imbalan jasa berupa hak 

menggarap (mengelola) tanah bengkok milik desa. 

Sejak awal berdirinya Deraprtemen Agama hingga tahun 1950-an, stabilitas 

politik belum dapat berjalan dengan baik. Pihak Belanda dan Sekutu tidak rela 
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Indonesia merdeka. Dua kali aksi militer dilancarkan: Pertama, tanggal 21 Juli 

1947 dan kedua tanggal 19 Desember 1948. Kabinet yang dibentuk 

Pemerintahan Republik Indonesia rata-rata berumur pendek, karena dilih 

bergantinya kabinet sistem parlementer. Dalam situasi perang (karena aksi 

militer), penataan kantor agama di daerah jelas terganggu. Di berbagai daerah, 

kantor agama berpindah pindah, dari daerah yang diduduki Belanda ke daerah 

lain yang secara de facto masih dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia. 

Saat itu Menteri Agama mengikutsertakan bahwa dalam menghadapi perang 

melawan kolonial Belanda, setiap aparat Departemen Agama diharuskan turut 

serta berjuang mempertahankan Negara Republik Indonesia. Karena alasan itu 

pula, selama terjadi peperangan tersebut, pengiriman jama’ah haji sempat 

dihentikan. 

Tahun 1971 dikeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 53 tahun 1971 

tentang Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang dan Tata Kerja Instansi 

Departemen Agama Daerah. Jika sebelumnya, sebagai koordinator ditunjuk 

Kepala Djawatan Uruan Agama sebagai Pimpinan Perwakilan Departemen 

Agama, maka sejak tahun 1973 istilah Kepala Djawatan diganti dengan Kepaa 

Perwakilan sebagai Pimpinan Perwakilan Departemen Agama Provinsi. 

Perwakilan Departemen Agama Provinsi D.C.I Jakarta terdiri atas: 

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Perwakilan 

2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris Perwakilan yang bertugas 

memimpin Sekretariat Perwakilan, yang terdiri dari 5 (lima) bagian: Bagian 
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Administrasi, Bagian Personil Bagian Keuangan dan Materiil Bagian 

Koordinasi dan Pengawasan Bagian Pengawasan Aliran Kerohanian 

3. Unsur Pelaksana ialah: Kepala Inspeksi Urusan agama memimpin Inspeksi 

Urusan Agama yang terdiri dari 4 (empat) Sub Inspeksi : 

1) Sub Inspeksi Kepenghuluan 

2) Sub Inspeksi Kemasjidan 

3) Sub Inspeksi Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial 

4) Sub Inspeksi Kesejahteraan Keluarga 

4. Kepala Inspeksi Pendidikan Agama memimpin Inspeksi Pendidikan Agama 

yang terdiri dari 4 (empat) Sub Inspeksi: 

1) Sub Inspeksi Pendidikan Agama pada pra sekolah, Sekolah Dasar, 

dan Sekolah Luar Biasa. 

2) Sub Inspeksi Pendidikan Agama pada Sekolah Lanjutan, Kejuruan 

dan Kursus-Kursus 

3) Sub Inspeksi Pembinaan Madrasah dan Perguruan Agama. 

4) Sub Inspeksi Pendidikan Guru Agama dan Tenaga Kejuruan. 

5. Kepala Inspeksi Penerangan Agamamemimpin Inspeksi Penerangan Agama 

yang terdiri dari 4 (empat) Sub Inspeksi: Sub Inspeksi Penerangan dan 

Penyiaran Sub Inspeksi Penyuluhan dan Rawatan Rohani Sub Inspeksi 

Pembinaan Kebudayaan Sub Inspeksi Publikasi 

6. Kepala Inspeksi Peradilan Agama meminpin Inspeksi Peradilan Agama 

yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Inspeksi : 
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1) Sub Inspeksi Pembinaan dan Pengawasan Badan-Badan Pearadilan 

Agama 

2) Sub Inspeksi Pengumpulan Putusan-Putusan Pengadilan Agama 

3) Sub Inspeksi Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum Agama. 

Sesuai keppres Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi 

Departemen jo. Nomor 45 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen 

ditetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tanggal 16 April 

1975, secara resmi dibentuk Kanwil Departemen Agama (1975-1981) atas dasar 

Sejak itu seluruh struktur organisasi Departemen Agama lebih diintegrasikan. 

Pengintegrasian dilakukan melalui penyeragaman nomenklatur dan litelatur, 

penerapan prinsip-prinsip organisasi yang efektif dan efesien, serta pembagian 

habis tugas pokok Departemen dalam Ditjen-Ditjen dan seterusnya sampai ke 

unit terendah. 

Dalam pengorganisasi “Integrated Type”, sehingga pada tingkat daerah 

hanya terdapat Kantor Wilayah pada Dati I dan Kantor Departemen Agama 

pada Dati II. Upaya penyempurnaan struktur organisasi ini dilakukan melalui 

Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tanggal 16 

April 1975. Penyempurnaan itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan dan pembinaan aparatur. Kanwil Departemen Agama Provinsi DKI 

Jakarta terbentuk pada tanggal 1 Januari 1976, beberapa bulan setelah 

Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 dikeluarkan. Kantor pertama 

perwakilan kementrian Agama Prov. DKI Jakarta berada di Jalan Cikini Raya 
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Jakarta Pusat tepatnya Jalan Kebun Binatang depan Taman Islmail Marzuki saat 

itu namanya masih “Jawatan Urusan Agama Dci Jakarta”. Pada saat Alamsyah 

menjabat Menteri Agama yang bertepatan dengan kemimpinan Ali Sadikin 

menjadi Gubernur Jakarta terdapat kesepakatan untuk membangun Kementrian 

Agama perwakilan Jakarta di Jalan Merdeka Selatan 9 Pemda DKI Jakarta yang 

menempati lantai 3 dan 4, dengan anggaran yang berasal dari Kementrian 

Agama Pusat. Kemudian keadaan menjadi sedikit sulit dikarenakan terdapat 

dua kantor sedangkan untuk menampung menjadi satu pegawai tidak memadai. 

Tujuan awal didirikannya untuk mempersatukan langkah-langkah dan tindakan 

misi dan bagaimana lebih mengefektifkan serta mengefesienkan kehidupan di 

wilayah agama dari diri sendiri melalui struktur. 

Sampai tahun 1985 kantor wilayah Kementrian Agama masih berada di dua 

tempat di Jl. Merdeka Selatan (Pemda) dan di Jl. Kebun Binatang. Pada saat 

Alamsyah masih menjabat menjadi Menteri Agama, Kementrian Agama Pusat 

memberikan anggaran untuk membangun kantor dengan tahap awal tiga lantai, 

di Jalan DI Panjaitan (Kanwil Kementrian Agama Prov. DKI Jakarta saat ini). 

Hal ini dilakukan agar koordinasi semua tugas Kanwil dapat berjalan lebih 

baik. R.H.O Hudaya merupakan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama 

yang pertama dan pada saat itu namanya masih Kantor Perwakilan. Kemudian 

dilanjutkan oleh H.M Djamil Latief; K.H Muchtar Natsir; H. Salahuddin El-

Chairy; Drs. H.A Bidawi Zubir; Drs. H. Rusly Wolman, MM; Drs.H. Abdul 

Chair; Drs.H Muhaimin RD; H. Achmad Fauzan Harun, SH; Drs. H. Sutami, 

M.Pd.I; H. Muhaimin Luthfie dan saat ini H. Akhmad Murtado. 
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Dalam keputusan Menteri Agama tersebut dinyatakan bahwa untuk 

menjalankan tugas pokoknya, Kantor Wilayah Departemen Agama mempunyai 

tugas : 

1. Merumuskan kebijaksanaan pelaksaan di bidang agama kepada masyarakat. 

2. Membina penyelenggaran pemberian bimbingan dan pelayanan kepada 

masyarakat di bidang bimbingan masyarakat Islam, bimbingan masyarakat 

(Kristen) Prostetan, bimbingan masyarakat Katolik, bimbingan masyarakat 

Hindu dan Budha dan di Bidang Urusan Haji. 

3. Mempersiapkan dan menyajikan informasi yang menyangkut pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi Departemen Agama dengan semua instansi vertikal 

departemen lainnya di Provinsi yang bersangkutan 

4. Memelihara hubungan yang serasi antara Kantor Wilayah dengan 

Pemerintah Daerah. 

5. Sebagai wakil Departemen Agama di Provinsi yang bersangkutan dan 

menjadi saluran hubungan Departemen Agama dengan Gubernur Kepala 

Daerah/ Provinsi yang bersangkutan. 

Mengingat adanya perbedaan antara satu provinsi dengan provinsi yang lain 

dalam hal jumlah penduduk yang harus dilayani, jenis, sifat dan volume beban 

kerja yang harus diselenggarakan, maka susunan organisasi Departemen 

Agama dibagi dalam beberapa tipologi. Kantor Departemen Agama Provinsi 

terdiri dari 6 (enam) tipologi, dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ 

Kotamadya (sebelumnya disebutkan Kantor Perwakilan Departemen Agama 
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Kabupaten), terdiri dari 13 (tiga belas) tipologi. Sesuai dengan KMA No.18 

tahun 1975 tersebut, Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Derah 

Kantor Wilayah Departemen Agama DKI Jakarta terdiri atas: Bidang 

Sekretariat, Bidang Urusan Agama Islam, Bidang Penerangan Agama Islam, 

Bidang Pendidikan Agama Islam, Bidang Pembimbing Urusan Haji, 

Pembimbing Masyarakat Kristen, Pembimbing Masyarakat Katolik, 

Pembimbing Masyarakat Hindu dan Budha. 

Selanjutnya dikeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 6 Tahnun 1977, 

yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 45 tahun 1981 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen 

Agama, Kantor Dep. Agama Kabupatern/Kota dan Balai Diklat Pegawai Teknis 

Keagamaan di daerah. Berdasarkan KMA tersebut terjadi perubahan dan 

pemakaran sebagai berikut; 

1. Bidang pendidikan agama Islam menjadi dua Bidang Pembinaan Perguruan 

Agama Islam dan Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam. 

2. Pembimbingan Urusan Haji menjadi Bidang Urusan Haji. 

3. Pembimbing masyarakat Hindu dan Budha menjadi dua Pembimbing 

Masyarakat Hindu dan Pembimbing Masyarakat Budha. 

Berdasar perubahan ini, struktur organisasi Kanwil Departemen Agama 

adalah sebagai berikut ; Bagian Sekretariat Bidang Urusan Agama Islam, 

Bidang Penerangan Agama Islam, Bidang Pembinaan Pendidikan Agama 

Islam, Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam, Bidang Urusan Haji, 
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Pembimbing Masyarakat Kristen, Pembimbing Masyarakat Katolik, 

Pembimbing Masyarakat Hindu, Pembimbing Masyarakat Budha. 

Sejalan dengan itu, perubahan struktur di lingkungan Departemen Agama 

juga terus berlangsung sebagai respon atas perubahan dan kebutuhan zaman. 

Karena Struktur Departemen Agama yang tertuang dalam KMA No. 18 tahun 

1975 sudah berusia 25 tahun dan telah beberapa kali dipandang tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan zaman. Seiring dengan perkembangan situasi, terdapat 

unit kerja yang beban kerjanya sudah tidak ada atau muncul beban kerja yang 

tidak tertampung dalam struktur yang ada.  

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2009 

tentang Pembentukan Organisasi Kementrian Negara tanggal 3 Desember 2009 

serta Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2010 maka Departemen 

Agama berubah menjadi Kementrian Agama. Sehingga seluruh satuan kerja di 

lingkungan Departemen Agama RI secara otomatis berubah menjadi 

Kementrian Agama RI.  

Berkenaan dengan dikeluarkannya KMA 373 tahun 2002, Kanwil Dep. 

Agama Provinsi Daerah Ibukota Jakarta dikategorikan dalam tipologi I-A yang 

kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya PMA (Peraturan 

Menteri Agama) Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Instansi Vertikal Kementrian Agama, yang terdiri dari 

1. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari : 
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1) Subbag Perencanaan dan Keuangan 

2) Subbag Organisasi, Tata Laksana dan Kepegawaian 

3) Subbag Hukum dan Kerukunan Umat Beragama 

4) Subbag Informasi dan Hubungan Masyarakat 

5) Subbag Umum 

6) Kelompok Jabatan Fungsional 

2. Bidang Pendidikan Madrasah (Penmad) terdiri dari : 

1) Seksi Kurikulum dan Evaluasi 

2) Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 

3) Seksi Sarana dan Prasarana 

4) Seksi Kesiswaan 

5) Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah 

3. Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Bidang Pakis) terdiri 

dari: 

1) Seksi Pendidikan Agama Islam pada PAUD dan Pendidikan Dasar 

2) Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah 

3) Seksi Pendidikan Diniyah dan Al-Quran 

4) Seksi Pondok Pesantren pada Masyarakat 

5) Seksi Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam 

4. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) terdiri dari : 

1) Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji 

2) Seksi Pembinaan Haji dan Umrah 

3) Seksi Akomodasi, Transportasi, dan Perlengkapan Haji 
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4) Seksi Pengelolaan Keuangan Haji 

5) Seksi Sistem Informasi Haji 

5. Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais dan Binsyar) 

terdiri dari : 

1) Seksi Kepenghuluan 

2) Seksi Pemberdayaan Kantor Urusan Agama 

3) Seksi Kemasjidan 

4) Seksi Produk Halal 

5) Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama 

Islam 

6. Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf (Penais Zawa) terdiri 

dari : 

1) Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam 

2) Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah dan Hari Besar Agama 

Islam 

3) Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Quran dan 

Al-Hadits 

4) Seksi Pemberdayaan Zakat 

5) Seksi Pemberdayaan Wakaf 

6) Pembimbing Masyarakat Kristen 

7) Pembimbing Masyarakat Katolik 

8) Pembimbing Masyarakat Hindu 

9) Pembimbing Masyarakat Budha 
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Pada tahun  2019 Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementrian Agama 

Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, 

Sumatera Selatan, Banten, D.I Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Bengkulu dan 

Sulawesi Tenggara mengalami perubahan seiring dengan dikeluarkannya PMA 

Nomor 19 tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 

Kementrian Agama, yang menghasilkan perubahan sebagai berikut; 

1. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi 

2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara 

3. Subbagian Kepegawaian dan Hukum 

4. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kereukunan Umat Beragama 

5. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat dan 

6. Kelompok Jabtan Fungsional  

Pada tahun 2001 mulailah dibuat koperasi dikantor Kementerian Agama 

Provinsi DKI Jakarta, pada saat itu yang menjabat sebagai Kakanwil adalah Bapak 

Achmad Fauzan . Koperasi dibuat untuk memenuhi kebutuhan seluruh karyawan 

dikantor tersebut juga untuk mempermudah dalam memenuhi kebutuhan. Pada 

awalnya koperasi tidak sebesar sekarang ini, dahulu barang yang dijual belikan 

masih relative sedikit dan kurang lengkap. Seiring dengan berjalannya waktu dan 

modal usaha yang meningkat, maka dibukalah koperasi yang lebih besar dari 

sebelumnya, bukan hanya itu koperasi ini juga bisa menjual baju- baju dan aksesoris 

lainnya (Ayu, 2012).  

1. Visi dan Misi Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta 
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a. Visi 

Terwujudnya masyarakat provinsi dki jakarta yang taat beragama, rukun, 

cerdas dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan provinsi dki 

jakarta yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong 

royong. 

b. Misi 

1. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama. 

2. Memantapkan kerukunan intradan antar umat beragama. 

3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata 

dan  berkualitas. 

4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi 

ekonomi keagamaan. 

5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang 

berkualitas dan akuntabel. 

B. Struktur Organisasi Koperasi 

Berdasarkan hasi keputusan Rapat Anggota Tahunan ke  41 , tahun 

buku  2017  Koperasi  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama Provinsi DKI 

Jakarta   pada   tanggal   29 Maret 2017  telah   disahkan   pengangkatan   

Pengurus   dan Badan   Pengurus oleh Kepala Kanwil Kementerian  Agama   

Provinsi   DKI Jakarta   dengan    Surat Keputusan Nomor : 459 Tahun 2017  

tentang Pengangkatan   Pengurus   dan   Badan Pengawas KOPWILDA 

Provinsi  DKI  Jakarta  Periode  Tahun  2017 -  2019 dan perubahan Susunan 

Pengurus Nomor : 561 Tahun 2018 tanggal 25 Juli 2018. 
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a) Pembina 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. 

b) Penasehat 

Kepala bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi 

DKI Jakarta. 

c) Badan Pengawas 

1. H. Imran Hatumena, S.Ag 

2. H. Uung Karunia, SE 

3. Sariyati, SE 

d) Pengurus 

1. Ketua  : Bodhi Atarva Thamaswara, ST 

2. Wakil Ketua I : Drs. H.Nyakdien Aceh, MM 

3. Wakil Ketua II : Sugito, S.Ag 

4. Sekretaris  : Rohadi 

5. Bendahara  : Achmad Latief Trianggara 

e) Susunan Pegawai Kopwilda 

Manajer Simpan Pinjam : Nurudin 

Unit Simpan Pinjam  : Ibnu Ikhsan 

Unit Toko    : Krida Cahyanto 

Manajer Unit Toko  : Maslikah 

Kasir    : Siti G 

Asisten Manajer Toko : Charis 
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Gambar II.1 

Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Kantor Wilayah 

 Kementerian Agama DKI Jakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Data diolah oleh Penulis 

Perangkat organisasi koperasi yang satu dengan yang lain harus 

saling mendukung dan memiliki hubungan yang sinergis, kondusif serta 

Pembina Penasehat 

Ketua 

Unit Usaha  

Simpan Pinjam 

Anggota 

Unit Usaha 

 Toko 

Pengawas 

Wakil Ketua II Sekretaris Bendahara 

Manajer 

Wakil 

Ketua  I 

Rapat Anggota 



29 
 

 
 

komperhensif untuk mewujudkan pengelolaan koperasi yang profesional. 

Adapun penjelasan dari masing-masing unit adalah sebagai berikut : 

1. Rapat Anggota 

Rapat Anggota merupakan Pemegang kekuasaan tertinggi 

dalam koperasi. Rapat Anggota merupakan pertanggungjawaban 

pengurus dan pengawas atau yang dikenal dengan Rapat 

Anggota Tahunan (RAT). Dimana rapat anggota dihadiri oleh 

aggota yang pelaksanaanya diatur dalam Anggaran Dasar. 

Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah 

untuk mencapai mufakat. 

2. Pembina dan Penasehat 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI 

Jakarta sebagai pembina sekaligus penasehat dari KOPWILDA 

bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat untuk 

kepentingan koperasi serta memastikan bahwa koperasi terus 

ada untuk mensejahterakan para anggotanya. 

3. Ketua 

Ketua bertugas untuk menjalankan,mengelola dan 

memimpin jalannya organisasi koperasi, mengarahkan dan 

mengendalikan organisasi sesuai dalam AD/ART serta 

keputusan atau ketentuan lainnya, serta menandatangani surat-

surat keputusan. 

4. Pengawas 
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Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Pengawas 

koperasi bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi serta membuat laporan 

tertulis tentang hasil pengawasannya. 

5. Wakil Ketua I 

Membantu bersama ketua dalam menjalankan kegiatan 

koperasi dan bertugas di bidang organisasi dan idiil koperasi.  

Agar organisasi koperasi dapat semakin berkembang. 

6. Wakil Ketua II 

Bertugas menjalankan kegiatan dalam bidang usaha dan 

keuangan. Supaya pengelolaan dalam bidang organisasi 

koperasi semakin baik. 

7. Sekretaris 

Bertugas menyelenggarakan kegiatan tata usaha, yang 

berkaitan dengan surat menyurat. Bersama ketua umum 

menandatangani surat-surat keluar, melakukan penataan, dan 

menandatangani surat-surat. 

8. Bendahara 

Melakukan pencatatan transaksi keuangan berupa 

penerimaan dan pengeluaran ke buku kas, membuat laporan 

pertanggungjawaban keuangan KOPWILDA, serta membuat 

laporan pertanggungjawaban tahunan untuk RAT. 

9. Manajer 
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Manajer koperasi memiliki tanggungjawab yang besar 

terhadap kelangsungan koperasi agar dapat berperan untuk 

mendukung dan mengelola usaha koperasi agar dapat 

berkembang lebih maju. Tugas manajer adalah 

mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha, administrasi, 

organisasi dan ketatalaksanaan serta memberikan pelayanan 

administratif kepada pengurus dan pengawas. 

10. Anggota 

Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa 

Koperasi. Setiap Anggota mempunyai kewajiban dan hak yang 

sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran 

Dasar. Jumlah keanggotaan KOPWILDA saat ini terus 

mengalami perkembangan, hal ini dikarenakan bertambahnya 

pegawai baik pegawai baru ataupun yang dipindah tugaskan di 

instansi Kementerian Agama. 

C. Kegiatan Umum Koperasi 

Koperasi pegawai Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta 

(KOPWILDA) menyelenggarakan unit usaha dan kegiatan untuk 

menunjang perkembangan koperasi, unit usaha KOPWILDA diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

1. Unit Usaha Simpan Pinjam 

Unit usaha simpan pinjam merupakan unit usaha yang sangat 

membantu para pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama 
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Provinsi DKI Jakarta. Unit Simpan Pinjam dalam pelaksanaan 

usahanya melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan 

anggotanya. Dengan adanya unit usaha simpan pinjam para pegawai 

dapat mendapatkan bantuan berupa pinjaman uang dengan jasa yang 

relatif yang rendah. Selain memberikan pinjaman, para pegawai 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta juga 

dapat melakukan simpanan pada koperasi KOPWILDA. 

a) Simpanan 

Koperasi pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi DKI Jakarta (KOPWILDA) menetapkan besaran 

simpanan yang dilakukan oleh anggota yaitu simpanan pokok 

sebesar Rp 100.000 untuk anggota baru yang dibayarkan hanya 

satu kali yaitu pada saat mendaftar menjadi anggota 

KOPWILDA. Sedangkan simpanan wajib yang ditetapkan oleh 

KOPWILDA sebesar Rp 150.000 per bulan , simpanan wajib ini 

digunakan sebagai modal di koperasi dan dapat diambil ketika 

pegawai saat mutasi/pensiun. Kemudian untuk simpanan 

sukarela KOPWILDA menetapkan minimal simpanan sukarela 

sebesar Rp 50.000 dan dapat lebih besar daripada minimal 

tersebut tergantung daripada kemampuan para pegawai untuk 

menaruh simpanan sukarela tersebut. Simpanan sukarela ini 

dapat diambil kapan saja oleh pegawai Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. 
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b). Pinjaman 

Dalam upaya pelaksanaannya KOPWILDA berusaha untuk 

dapat mensejahterakan para anggotanya, yaitu dengan 

memberikan pinjaman kepada para anggotanya.  Setiap anggota 

dapat meminjam dengan jasa yang relatif rendah yaitu sebesar 

1,3% (flat) setiap bulan, serta biaya administrasi sebesar 1% dari 

pinjaman saat pertama kali anggota meminjam. Para pegawai 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta 

dapat mengajukan pinjaman uang minimal Rp 1.000.000 dan 

maksimal pinjaman sebesar Rp 50.000.000.  

Setiap anggota yang meminjam diberikan tempo waktu 

sesuai dengan kemampuan para anggotanya untuk melunasi 

utangnya tersebut atas kesepakatan dari anggota dan manajer 

simpan pinjam yang didasari oleh formulir peminjaman uang. 

Proses pemberian pinjaman anggota dengan cara anggota 

mengisi formulir pinjaman, kemudian dapat langsung bertemu 

dengan manajer simpan pinjam,  manajer simpan pinjam 

mengecek besaran gaji yang diterima anggota. Apakah gajinya 

dapat dipotong atau tidak, karena pemberian pinjaman oleh 

KOPWILDA adalah anggota membayar angsuran setiap 

bulannya melalui pemotongan gaji/tunjangan kinerja yang 

diterima oleh para anggota. Pembayaran gaji yang didapatkan 

pegawai yaitu melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang 
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dibayarkan pada setiap tanggal 1. Serta untuk tunjangan kinerja 

melalui Bank Syariah Mandiri yang dibayarkan pada setiap 

tanggal 25. 

Gambar II.2 Alur Peminjaman di Koperasi. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah oleh Penulis 

2. Toko 

Untuk memenuhi kebutuhan para pegawai di lingkungan  Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, KOPWILDA 

menyediakan toko dengan menjual berbagai macam kebutuhan 

primer dan sekunder. KOPWILDA juga menjalin kerjasama dengan 

pihak distributor perusahaan untuk dapat menyediakan berbagai 

kebutuhan anggota dengan harga yang terjangkau serta untuk 

meningkatkan omset penjualan koperasi.  

Anggota mengisi 

formulir pinjaman 

Di tandatangani 

oleh Ketua/ 

Bendahara 

Menyerahkan formulir 

ke Manajer simpan 

pinjam 

Manajer simpan 

pinjam menganalisis 

permohonan pinjaman 

Pinjaman di tolak 

Pencairan 

pinjaman 

Pinjaman di 

setujui 
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Disamping itu koperasi juga dapat memenuhi kebutuhan barang 

keperluan yang dibutuhkan oleh para anggota yang sekiranya barang 

yang dibutuhkan di toko tidak tersedia. Setiap bulannya koperasi 

juga memberikan kupon kepada anggota senilai Rp 50.000 dan Rp 

100.000. Kupon tersebut dapat dibelanjakan oleh anggota di 

koperasi. Pemberian kupon ini diberikan kepada para anggota 

dengan besaran nominal yang disesuaikan dengan jabatannya. 

Selain itu, ketika menjelang bulan puasa KOPWILDA membagikan 

bingkisan paket sembako kepada para anggotanya. 
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BAB III  

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A.  Bidang Kerja 

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Koperasi Pegawai 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta (KOPWILDA), 

praktikan ditempatkan pada unit usaha simpan pinjam, dimana pada unit ini 

memberikan jasa berupa simpanan dan jasa pinjaman kepada para anggota 

koperasi. Dengan tujuan untuk memajukan koperasi serta meningkatkan 

kesejahteraan para anggota KOPWILDA. 

Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan, praktikan juga dilatih untuk 

lebih teliti dalam menginput setiap data simpanan anggota serta meningkatkan 

keterampilan berkomunikasi dengan anggota maupun pengurus koperasi 

lainnya dalam melakukan pekerjaan atau tugas yang diberikan. Adapun 

kegiatan PKL praktikan melaksanakan tugas antara lain sebagai berikut : 

1. Menginput data simpanan dan pinjaman anggota 

2. Menghitung saldo simpanan anggota 

3. Menghitung piutang simpan pinjam anggota 

4. Menulis angsuran piutang anggota 

5. Menyusun nama anggota sesuai bidang  

6. Merekapitulasi laporan simpan pinjam 

7. Melakukan pengarsipan data-data di koperasi  
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B. Pelaksanaan Kerja 

Tugas yang diberikan pada awal pertemuan PKL adalah membahas 

tentang pelaksanaan kegiatan simpan pinjam. Pekerjaan yang dilakukan 

oleh praktikan pada saat kegiatan PKL di Koperasi Simpan Pinjam Kantor 

Wilayah Kementerian Agama  adalah sebagai berikut : menginput simpanan 

dan pinjaman anggota di Microsoft Excel, menghitung saldo simpanan 

anggota koperasi, menghitung piutang, menulis angsuran piutang anggota, 

menyusun nama anggota koperasi sesuai dengan bidangnya, merekapitulasi 

laporan simpan pinjam dan melakukan pengarsipan data-data di koperasi. 

Adapun rincian pelaksanaan kerja yang dilakukan praktikan adalah sebagai 

berikut : 

1.  Menginput data simpanan anggota 

Praktikan melakukan input data simpanan anggota kedalam microsoft 

excel yang terdiri dari simpanan pokok, wajib, dan sukarela pada periode 

tahun buku 2019, serta pada periode Januari-Februari 2020. Penginputan ini 

dilakukan per biro diantaranya yaitu sekretariat, bidang penyelenggara haji 

dan umroh, bidang penerangan agama islam, zakat dan wakaf, bidang 

urusan agama islam dan pembinaan syariah, bidang pendidikan madrasah, 

bidang pendidikan agama dan keagamaan islam, bimas kristen, bimas 

katolik, bimas budha, serta bimas hindu. 

2. Menghitung saldo simpanan anggota 

Anggota setiap bulannya selalu menyertakan simpanan kepada koperasi. 

Praktikan diberikan tugas untuk menghitung saldo simpanan anggota setiap 
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bulannya kedalam microsoft excel. Setelah di hiutung kemudian dilakukan 

penginputan saldo simpanan anggota sesuai dengan bidangnya masing-

masing. 

3. Menghitung saldo piutang anggota 

Praktikan membantu untuk menghitung saldo piutang simpan pinjam 

anggota kedalam microsoft excel. Penginputan ini dilakukan per biro 

diantaranya yaitu sekretariat, bidang penyelenggara haji dan umroh, bidang 

penerangan agama islam, zakat dan wakaf, bidang urusan agama islam dan 

pembinaan syariah, bidang pendidikan madrasah, bidang pendidikan agama 

dan keagamaan islam, bimas kristen, bimas katolik, bimas budha, serta 

bimas hindu. 

4. Menulis formulir angsuran piutang anggota 

Praktikan diminta untuk menulis formulir angsuran piutang yang masih 

harus dibayar oleh anggota apabila anggota masih memiliki tagihan di 

koperasi. Tujuan dibuatkannya angsuran ini adalah untuk memberitahukan 

kepada anggota atas angsuran yang telah dibayarkannya dan sisa angsuran 

yang masih harus dibayarkan pada bulan berikutnya. 

5. Menyusun nama anggota koperasi per bidang 

Praktikan diberikan tugas untuk menyusun nama anggota koperasi 

sesuai dengan bidang-bidang yang dijabatnya. Serta mengupdate anggota 

masuk dan anggota keluar pada setiap bulannya. Hal ini bertujuan agar 

koperasi dapat mengetahui jumlah anggota yang dimiliki saat ini. Selain itu 
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untuk memudahkan dalam melakukan perkerjaan input simpanan atau 

pinjaman data anggota koperasi agar daftar anggota koperasi tersusun rapih 

sesuai bidangnya masing-masing. 

6. Merekapitulasi laporan simpan pinjam 

Praktikan membantu para karyawan KOPWILDA untuk merekap 

laporan simpan pinjam untuk tahun buku 2019. Hal ini bertujuan agar 

laporan simpan pinjam data tertata dengan baik dan memiliki sistem 

pencatatan yang lengkap. 

7. Melakukan Pengarsipan 

Praktikan diminta untuk melakukan pengarsipan dengan menata arsip-

arsip data di koperasi. Praktikan menata arsip-arsip tersebut dengan rapih 

dan sesuai urutan tanggal dan bulan. Hal ini bertujuan agar arsip tersebut 

tersusun rapih sehingga data yang akan diperlukan dapat ditemukan dengan 

mudah. 

C. Kendala Yang Dihadapi 

Selama praktikan melaksanakan kegiatan PKL terdapat kendala 

yang dihadapi baik dari dalam diri sendiri (kendala internal) dan kendala 

dari lingkungan tempat melaksanakan PKL (kendala eksternal). Kendala 

yang dihadapi oleh praktikan antara lain : 

1. Kendala Internal 

a) Beradaptasi di awal lingkungan kerja 

Saat pertama kali melaksanakan PKL di Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta praktikan memerlukan waktu 
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dalam menyesuaikan diri atau beradaptasi di lingkungan kerja yang 

baru. Karena ketika memasuki lingkungan yang baru kita belum 

mengenal segala hal yang terdapat di lingkungan yang kita jalani. 

Diantaranya adalah proses penyesuaian diri dengan bidang kerja, rekan 

kerja, budaya kerja, serta komunikasi kerja. Sehingga praktikan perlu 

pembiasaan diri untuk dapat menyesuaikan di lingkungan baru yang 

dihadapi. 

b) Sedikit kurang teliti 

Sistem yang dilakukan koperasi pada unit simpan pinjam masih 

manual, yaitu dengan menggunakan microsoft excel. Hal ini 

memudahkan praktikan dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan 

karena praktikan sudah memahami penggunaan microsoft excel. Namun 

sistem pencatatan ini pun terkadang masih terdapat kekeliruan dimana 

sedikit kurang ketelitian sehingga praktikan pelu mengecek hasil 

pekerjaan agar tidak terjadi kesalahan.  

2. Kendala eksternal 

a) Terbatasnya sarana dan prasarana 

Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki koperasi menjadi 

hambatan bagi praktikan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. 

Seperti ruangan yang berdebu, komputer yang terdapat virus, serta 

komputer yang dipakai tidak memiliki akses internet. Fasilitas di dalam 

ruangan karyawan koperasi seperti meja, bangku dan komputer juga 

masih terbatas jumlahnya.   

b) Ketidaksesuaian data  
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Beberapa data anggota koperasi terkadang memiliki pencatatan 

yang berbeda-beda. Data yang ada kerap belum diperbaharui dengan 

kondisi saat ini. Anggota yang sudah keluar dan anggota yang baru 

masuk belum di update di laporan. Selain itu data yang dimiliki antara 

pegawai koperasi seringkali kurang lengkap. Sehingga harus meminta 

data terlebih dahulu kepada manajer simpan pinjam atau ke unit 

sekretariat. Hal ini terkadang membingungkan praktikan akhirnya 

praktikan mengalami hambatan dalam penyelesaian tugas yang 

diberikan. 

c) Kredit Macet 

Kredit macet terjadi karena kurangnya kedisiplinan anggota dalam 

pembayaran angsuran. Biasanya anggota yang masih memiliki 

tanggungan pelunasan kemudian meminjam lagi hingga pinjamannya 

semakin bertambah banyak. Selain itu terkadang ditemui terdapat 

anggota yang gajinya sudah habis terpakai untuk membayar angsuran di 

Bank Rakyat Indonesia sementara KOPWILDA tidak bisa memotong 

gajinya unntuk membayar angsuran pinjaman di koperasi. Selain itu 

tunjangan kinerja yang dapat dipotong untuk melunasi pembayarannya 

juga sudah ambil lebih dahulu sebelum koperasi memblokir tunjangan 

kinerjanya. Akibatnya terjadi kredit macet. 

d) Anggota tidak transparan kepada koperasi 

KOPWILDA memberikan pinjaman kepada setiap anggota yang 

memerlukan pinjaman. Melalui pinjaman ini koperasi berharap dapat 
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meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Namun anggota yang 

mengajukan pinjaman kepada koperasi seringkali tidak transparansi 

terhadap koperasi. Anggota tidak memberitahukan ke koperasi bahwa 

anggota masih memiliki pinjaman di bank.  Tanpa sepengetahuan 

koperasi, anggota mengajukan pinjaman ke bank dengan pinjaman 

maksimal. Anggota berdalih mempunyai penghasilan di luar gaji untuk 

mendapat pinjaman koperasi. 

D. Cara Mengatasi Kendala 

Selama pelaksanaan kegiatan PKL, praktikan menemui beberapa 

kendala yang dihadapi, namun praktikan harus dapat mencari cara untuk 

mengatasi kendala tersebut agar dapat melaksanakan perkerjaan dengan 

baik. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala adalah 

sebagai berikut : 

1. Cara Mengatasi Kendala Internal 

a) Menyesuaikan diri dengan lingkungan baru 

Dalam mengatasi masalah lingkungan kerja pada awal 

melaksanakan PKL, praktikan harus mampu dalam beradaptasi di 

lingkungan baru. Praktikan dituntut untuk  bisa menyesuaikan diri 

terkait bidang kerja, rekan kerja, budaya kerja, serta komunikasi kerja 

di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI 

Jakarta. Untuk mengatasinya praktikan bersosialisasi dengan para 

karyawan, mengamati cara kerjanya, menawarkan bantuan, serta 
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meminta bantuan kepada karyawan lain ketika ada sesuatu yang belum 

dimengerti.  

Menurut Gibbons (2003) dalam (Winata & Miyasto, 2016), 

Kemampuan Adaptasi terhadap lingkungan adalah kemampuan untuk 

merespon secara cepat ketika terjadi perubahan. Menurut Risman 

Muhammad dalam ada beberapa cara penyesuaian diri yang dapat 

dilakukan, yaitu dengan cara penyesuaian bentuk organ tubuh, 

penyesuaian kerja organ tubuh, dan tingkah laku dalam menanggapi 

perubahan lingkungan. Kemampuan beradaptasi merupakan suatu 

perilaku yang sangat kompleks karena didalamnya melibatkan 

sejumlah fungsi dan intelektual. Misalnya : penalaran, ingatan kerja, 

dan belajar keterampilan makin tinggi (Rohadi et al., 2016). 

b). Memeriksa kembali hasil pekerjaan 

Praktikan memeriksa kembali hasil pekerjaan yang telah 

dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tugas diselesaikan secara 

baik dan benar. Hal ini untuk menghindari pendataan anggota koperasi 

agar tidak ada yang terlewat. Praktikan mengerjakan pekerjaan dengan 

fokus dan teliti agar hasil pekerjaan baik. Menurut McCrae dan Allik, J 

(2002) menjelaskan bahwa untuk mengukur kepribadian ketelitian yaitu 

competence, kesanggupan, efektifitas dan kebijaksanaan dalam 

melakukan sesuatu (Haryati, Safitri, Manullang, Haryanti, & Putri, 

2015). 
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2. Cara Mengatasi Kendala Eksternal 

a) Membersihkan secara mandiri 

Selama melaksanakan kegiatan PKL, untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang diberikan praktikan memerlukan perangkat komputer. 

Akan tetapi KOPWILDA masih minim penyediaan sarana dan 

prasarana yang diperlukan. Tempat ruang kerja yang ditempati 

praktikan berdebu, jumlah komputer terbatas dan komputer yang 

digunakan terdapat virus. Dalam mengatasi kendala tersebut praktikan 

membersihkan ruang kerja secara mandiri agar ruang kerja menjadi 

lebih bersih serta tidak berdebu lagi. Praktikan juga menginstal aplikasi 

anti virus untuk perangkat komputer yang digunakan. 

b) Komunikasi dengan karyawan 

Komunikasi menjadi hal penting dalam mengatasi kendala yang 

ditemui oleh praktikan. Mengenai kendala yang dihadapi terkait 

perbedaan data di koperasi. Praktikan aktif bertanya serta berusaha 

mencari informasi kepada karyawan lain tentang pekerjaan yang belum 

praktikan pahami. Selain itu praktikan mengomunikasikan kepada 

karyawan terhadap pekerjaan hasil pekerjaan yang diberikan. 

Membangun komunikasi menjadi hal penting agar praktikan tidak salah 

dalam melakukan suatu pekerjaan. 

Dalam (Mulawarman & Rosilawati, 2014) organisasi komunikasi 

merupakan alat yang berfungsi sebagai penghubung serta pembangkit 

motivasi antar setiap anggota sehingga sebuah organisasi dapat berjalan 

maju. Barry Cushway dan Dereck Lodge dalam Redi Panuju (Panuju, 
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1999: 2) menggambarkan bahwa fungsi komunikasi dalam organisasi 

sebagai pembentuk Organization Climate, yaitu iklim organisasi yang 

menggambarkan suasana kerja organisasi atau sejumlah keseluruhan 

perasaan dan sikap orang-orang yang bekerja di dalam organisasi.  

Wiryanto menegaskan bahwa komunikasi dikatakan efektif apabila 

pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat menghasilkan efek-

efek atau perubahan-perubahan sebagaimana yang diinginkan 

komunikator, seperti perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku (Zikri 

Fachrul Nurhadi, 2017). 

c) KOPWILDA memberi ketegasan 

Anggota yang tidak dapat melunasi pinjamannya akan diberikan 

surat teguran oleh koperasi. Upaya yang dilakukan koperasi yaitu 

koperasi terus menagih anggota yang memiliki masalah sampai anggota 

tersebut dapat melunasinya. Jika ada anggota yang tidak bisa 

menyelesaikan pembayaran sisa pinjaman maka keluarganya/ahli 

warisnya yang menanggung. Kemudian jika ada anggota yang 

meninggal sebelum menyelesaikan pembayaran sisa pinjaman  serta 

apabila buntu ketika terdapat anggota yang benar-benar tidak dapat 

melunasi pinjamannya, maka hal ini akan dibahas dalam rapat Rapat 

Anggota Tahunan (RAT). Sehingga dapat dicari solusi atas segala 

permasalahan yang ada yang diselesaikan melalui pembahasan RAT. 

d) Sikap terbuka terhadap koperasi 



46 
 

 
 

Untuk mengatasi kendala anggota yang tidak transparansi dengan 

koperasi, seharusnya anggota sadar akan untuk sikap terbuka,jujur, dan 

amanah terhadap koperasi. Koperasi merupakan  milik anggota, 

perkembangan koperasi bersumber dari para anggotanya. Sehingga para 

sumber daya ini merupakan salah satu faktor kunci dalam pengelolaan 

dan kemajuan koperasi.  

Keterbukaan diri diartikan mampu memberikan informasi tentang 

diri Daddy Mulyana (2000: 12). Keterbukaan diri merupakan proses 

terwujudnya pengungkapan diri dengan berbagi perasaan dan informasi 

kepada orang lain. Adanya komunikasi yang terjalin antara komunikan 

dan komunikator akan berhasil apabila adanya sikap keterbukaan diri, 

sehigga mereka dapat menghadapi suatu masalah dan mendapatkan 

solusi yang tengah dihadapi. 
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BAB IV  

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu program yang 

diselenggarakan oleh Universitas Negeri Jakarta (UNJ) bagi para mahasiswa 

untuk dapat mengaplikasikan teori di lapangan kerja yang telah dipelajari di 

dalam kelas selama perkuliahan. Sesuai dengan konsentrasi praktikan yaitu 

ekonomi dan koperasi, praktikan melaksanakan PKL di Koperasi Pegawai Kantor 

Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta (KOPWILDA). Dengan waktu 

pelaksanaan PKL selama satu bulan terhitung dari tanggal 27 Januari-28 Februari 

2020. Adapun hasil yang diperoleh oleh praktikan selama melaksanakan PKL di 

Koperasi Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta  

adalah sebagai berikut : 

1. Menambah pengetahuan praktikan mengenai perkoperasian. 

2. Dapat mengaplikasikan teori yang sudah didapatkan di dalam 

perkuliahan. 

3. Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan-

pekerjaan yang diberikan. 

4. Memperoleh pengalaman serta relasi kerja  

5. Mengidentifikasi berbagai kendala, baik kendala dalam diri 

praktikan maupun dari luar diri praktikan yang dihadapi selama 

pelaksanaan PKL serta bagaimana mengatasi kendala tersebut. 
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6. Mengetahui kondisi lingkungan tempat pelaksanaan PKL dan 

memahami cara bersosialisasi dan berkomunikasi dengan 

karyawan yang ada di lingkungan tersebut. 

7. Menimbulkan motivasi dalam diri praktikan agar mampu 

menyiapkan diri untuk dapat menjadi lulusan yang berkualitas 

yang dibutuhkan dalam dunia kerja. 

B. Saran-Saran 

1. Bagi Mahasiswa 

a) Mencari tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan 

mempersiapkan berkas permohonan jauh-jauh hari sebelum 

tanggal pelaksanaan PKL. 

b) Mempersiapkan diri baik dari segi mental maupun kemampuan 

dan keterampilan sebelum melakukan PKL. 

c) Tetap menjaga nama baik almamater dengan menjaga sikap dan 

etika dalam melaksanakan PKL. 

2. Bagi Universitas Negeri Jakarta 

a) Sebaiknya pihak universitas khususnya pihak fakultas melakukan 

sosialisasi untuk mengarahkan Praktik Kerja Lapangan kepada 

mahasiswa. 

b) Tetap menjaga hubungan kerjasama dengan perusahaan atau 

instansi pemerintah untuk dapat menempatkan mahasiswanya 

dalam melaksanakan PKL. 
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c) Meningkatkan kualitas pelayanan akademik secara menyeluruh,  

terutama pada bagian persuratan. 

3. Bagi KOPWILDA 

a) Sistem pencatatan dalam unit simpan pinjam yang masih manual 

akan lebih baik jika KOPWILDA memiliki aplikasi secara online 

untuk menginput data-data koperasi. Sehingga sistem pencatatan 

menjadi lebih sistematis serta menghindari dari data-data yang 

hilang atau kurang lengkap. 

b) Mengasuransikan dana pinjaman anggota koperasi. 

c) Menelusuri terlebih dahulu anggota yang ingin meminjam di 

koperasi, apakah memiliki pinjaman maksimal di bank atau tidak. 

Selain itu adanya minimal tanggungan pinjamam sebagai syarat 

untuk dapat meminjam lagi di koperasi.   

d) Penambahan karyawan pada unit usaha simpan pinjam untuk 

memudahkan para anggota yang ingin melakukan tambahan 

simpanan atau pinjaman. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 Lampiran 1: Surat Permohonan PKL 
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 Lampiran 2: Tanda Terima Surat  
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 Lampiran 3 : Surat Balasan 
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Lampiran 4 Log Harian 

 

No. Hari, tanggal Kegiatan 

1.  Senin, 27 Januari 2020  Perkenalan diri dengan para 

karyawan 

 Menyusun daftar nama 

anggota koperasi, serta 

mengurutkan nama anggota 

sesuai bidang nya masing-

masing. 

2.  Selasa, 28 Januari 2020  Melakukan input data piutang 

simpan pinjam anggota bulan 

Januari-Februari 2019 ke 

dalam microsoft excel. 

3.  Rabu, 29 Januari 2020  Melakukan input data  piutang 

simpan pinjam anggota bulan 

Maret-April 2019 ke dalam 

microsoft excel. 

4.  Kamis, 30 Januari 2020  Melakukan input data  piutang 

simpan pinjam bulan Mei-Juni 

2019 ke dalam microsoft excel. 

5.  Jumat, 31 Januari 2020  Melakukan input data  piutang 

simpan pinjam bulan Juli-

Agustus 2019 ke dalam 

microsoft excel. 

6.  Senin, 3 Februari 2020  Melakukan input data  piutang 

simpan pinjam bulan 

September-Oktober 2019 ke 

dalam microsoft excel. 
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7.  Selasa, 4 Februari 2020  Melakukan input data  piutang 

simpan pinjam bulan 

November-Desember 2019 ke 

dalam microsoft excel. 

8.  Rabu, 5 Februari 2020  Merekapitulasi data anggota 

koperasi pada tahun buku 

2019. 

9.  Kamis, 6 Februari 2020  Menghitung anggota keluar 

masuk kopwilda 2019. 

 Menginput kedalam buku RAT 

2019. 

10.  Jumat, 7 Februari 2020  Menuliskan nama  para 

anggota ke dalam kartu 

anggota KOPWILDA. 

11.  Senin, 10 Februari 2020  Membuat tabel simpanan 

anggota di microsoft excel. 

12.  Selasa, 11 Februari 2020  Merekapitulasi tagihan piutang 

simpan pinjam. 

13.  Rabu, 12 Februari 2020  Menulis tagihan piutang 

anggota ke lembar angsuran 

piutang. 

14.  Kamis, 13 Februari 2020  Membuat tabel simpanan 

anggota di microsoft excel. 

 Menginput nama anggota 

koperasi. 

15.  Jumat, 14 Februari 2020  Menghitung saldo simpanan 

anggota bulan Januari 2020 di 

microsoft excel. 
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16.  Senin, 17 Februari 2020  Menginput tagihan piutang 

Januari 2020 ke dalam 

microsoft excel. 

17.  Selasa, 18 Februari 2020  Menginput tagihan piutang 

Februari 2020 ke dalam 

microsoft excel. 

18.  Rabu, 19 Februari 2020  Menulis tagihan piutang 

anggota ke lembar angsuran 

piutang. 

19.  Kamis, 20 Februari 2020  Memperbaharui  buku RAT 

KOPWILDA 2019 

20.  Jumat, 21 Februari 2020  Memperbaharui  buku RAT 

KOPWILDA 2019. 

21.  Senin, 24 Februari 2020  Menghitung saldo simpanan 

anggota bulan Februari 2020 di 

microsoft excel. 

22.  Selasa, 25 Februari 2020  Merekapitulasi saldo simpanan 

anggota. 

23.  Rabu, 26 Februari 2020  Melakukan pengarsipan data-

data koperasi serta 

mengurutkannya. 

24.  Kamis, 27 Februari 2020  Merekapitulasi laporan simpan 

pinjam KOPWILDA. 

25.  Jumat, 28 Februari 2020  Melengkapi dokumen-

dokumen yang diperlukan 

selama kegiatan PKL dan 

perpisahan dengan karwayan 

KOPWILDA. 
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Lampiran 5 Buku Tanda Anggota KOPWILDA 
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Lampiran 6 Formulir Pinjaman 
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Lampiran 7 Daftar Tagihan Piutang 
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Lampiran 8 Daftar Saldo Simpanan Anggota 
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Lampiran 9 Angsuran Langsung Simpan Pinjam 
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Lampiran 10 Lembar Angsuran Piutang 
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Lampiran 11 Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 12 Penilaian PKL 
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Lampiran 13 Kartu Konsultasi 
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